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TENTANG

NAMA-NAMA DESA/DUSUN PRIORITAS PENANGANAN STUNTING DI
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Mengingat : 1.

KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025
BUPATI BUNGO,

bahwa Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000
Hari Pertama  Kehidupan. Sehingga mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan otak;

bahwa Kabupaten Bungo ditetapkan sebagai Lokus Stunting
pada tahun 2022 dan harus melaksanakan 8 tahapan Aksi
Konvergensi Percepatan Penangulangan Stunting, perlu
menetapkan Desa/Dusun Prioritas Penanganan Stunting di
Kabupaten Bungo, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang nama-nama Desa/Dusun Prioritas Percepatan
Penanganan Stunting Kabupaten Bungo Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244. Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti U
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanggulangan Stunting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 967);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 967);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 825);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1110);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang
Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan
[bu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1840);

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu
Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
441);

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 956);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di

Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tah
2023 Nomor 22); g ¢ o
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NAMA-NAMA DESA/DUSUN
PRIORITAS PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025.

KESATU : Nama-Nama Desa/Dusun Prioritas Penanganan Stunting di
Kabupaten Bungo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Desa/Dusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi
sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik
spesifik maupun sensitif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Dusun dan
Pihak Swasta. Intervensi penanganan stunting dilakukan
secara bertahap. apabila pada tahun berikutnya masih
terdapat Desa/Dusun/Kelurahan prioritas pada tahun
sebelumnya yang belum memenubhi standar minimal prevalensi
stunting maka tetap harus dilakukan intervensi penanganan
stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber

lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo .
pada tanggal |(» W 2024
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